
a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 dan
ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah, terhadap kendaraan berrnotor yang telah
kedaluwarsa dapat dihapuskan piutang pajaknya;

b. bahwa untuk selanjutnya terhadap kendaraan bermotor
yang mengalami rusak berat karena kecelakaan atau
bencana alam, kendaraan bermotor yang hilang dan tidak
ditemukan lagi, serta kendaraan bermotor yang tidak
mungkin ditagih lagi karena sebab-sebab lainnya maka
dapat dihapuskan piutang pajaknya;

c. bahwa berdasarkan pertilnbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, periu menetapkan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Pajak Daerah;

l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4844);
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Oubernur ini, yang dimaksud dcngan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kcwajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah.

6. Pajak yang Terutang adaJah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalarn tahun pajak, atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURANGUBERNUR TENTANG TATA CARA PENOHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintab Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubaban atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4652);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 1 Sed 8);
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7, Sural Pemberitahuan?':yakDaerah yang selanjutnyadisingkat
SPTPD,adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungandan/atau pembayaranpajak, objek
pajakdan/atau bukanobjekpajak,dan/atau harta dankewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakandaerah.

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang mcnentukan
besarnyajumlah pokok paiak yang terutang.

9. Piutang PajakDaerah adalahjumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak PemerintahDaerah
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu
penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keietapan Pajak Daerah Kurang Sayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar Tarnbahan, Surat
Keputusan PembeLuian,Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Sanding, Surat Keputusan Pengurangan,

10.Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui rnasa
tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
teruLangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah,

11.Piutang Pajak Kendaraan berrnotor yang tidak dapat ditagih
adalah piutang pajak kendaraan bermotor karena

L. kedaluwarsa, objek pajaknya rusak berat dan tidak dapat
difungsikan, objek pajak kendaraan bermotor yang hilang
serta tidak dapat ditemukan lagi alamat kcpcmilikannya.

12.Subjek Pajak adalah orang pribadl, badan atau pcrnerintah
yang dapat dikenakan pajak.

13.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunal<an formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubemur
Sumatera Selatan.

14.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalab surat untuk melakukan tagihan pajak
dari/atau sanksi administrasi berupabunga.

15.Sadan adalah sekumpulan orang dari/atau modal yang
merupakankesatuanbalk yangmelakukanusahamaupunyang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara(SUMN),atau BadanUsahaMilik Daerah (SUMO)dengan
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Pasal3
(1)Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan
dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian
administrasi dan penelitian di lapangan.

(2)Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (llina) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib
pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.

(3)Piutang pajak daerah yang dapat diajukan penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketetapan pajak sebagaimana tercantum dalam :
a. STPD;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. Surat Keputusan Pembetulan;

BAB II
RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal2
(1)Penghapusan piutang pajak daerah terdiri dad penghapusan

piutang pajak daerah tidak bersyarat dan penghapusan
piutang pajak daerah bersyarat.

(2)Penghapusan piutang pajak daerah tidak bersyarat adalah
penghapusan piutang pajak daerah yang telah kedaluwarsa.

(3)Penghapusan piutang pajak daerah bersyarat adalah
penghapusan piutang pajak daerah yang memenuhi kriteria
yang berlaku.

l \

nama dan dalambentuk apapun, firma,kongsi,koperasi,dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
masa, organisasi sosial politik,atau organisasiyang sejenis
lembaga bentuk usaha tetap.dan bentuk badan lainnya
termasukkontrakinvestasi,kolektifdan bentukusaha tetap.

16.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam surat ketetapan
pajak daerah atau surat tagihan pajak daerah, surat
keputusan pernbetulan,atau surat keputusan keberatan

17.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah
yang diajukan olehwajibpajak.
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BABIII
TATACARAPENGHAPUSAN

PasalS
(1) KepaIa Dinas menyampaikan daftar usulan penghapusan

piutang pajak Daerah kepada Gubernur paling larnbat
minggu kedua bulan Desember.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). sebeium disampaikan
kepada Gubernur dilakukan verifikasi bersama instansi
terkait.

(3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak claerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
memuat :
a nama wajib pajak/ penanggung pajak;
b. alamat wajib pajak/ penanggung pajak;
c. jenis pajak daerah;
d. tahun pajak;

Pasal4
(1) Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditaglh lagi

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1) dan (2)
meskipun belum kedaluwarsa dapat diajukan pcnghapusan
apabila:
a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak

mungkin difungsikan kernbali;
b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi

berwenang;
c. subjekpaiakmenutup usahadan/atau subjek pajal<meninggal

dunia dan tidak diketahui ahli waris/ pcnanggungpajaknya
dan/atau sudah tidak bisa dilacak/dikctahui
kepernilikannya ;

d. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi
berwenang.

(2) Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih setelah
dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan
penagihan aktlf, tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana
pada ayat (1) huruf a dan huruf c harus dibuatkan berita
acara perneriksaan oleh petugas dan diketahul oleh Kepala
Desa/ Kelurahan setempat.

f. Surat Keputusan Keberatan;
g. Surat Keputusan Banding;
h. Surat Keputusan Pengurangan; danZatau
i. Surat lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah.

5



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATI£RASELATANTAHUN 2014 NOMOR ...:i!..

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 'Mtu:"Clt 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

MII!!l--:CJ{H.~
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 14 11aret. 20 14
PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVlNSI

SUMA~LATAN'

H.MUKTI SULAIMAN

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9
Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
DaerahProvinsiSurnateraSelatan.

Pasal B
Objek pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang
telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus
dan daftar objek pajak dacrah.

Pasal7
Berdasarkan Keputusan Gubemur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, Kepala Dinas menghapuskan piutang pajak
daerah dan pembukuan pill tang pajak daerah.

Pasal6
Penghapusan piutang pajak Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Gubcrnur.

e. tanggal dan nomor penetapan pajak [skumykohir];
f. jurnlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
g. jumlah sanksi adrninistrasi yang berupa bunga dan/atau

kenaikan;
h. alasan dihapuskan,
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